BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

e TAHUN 2009 NOMOR 26

PERATURAN BUPAT! BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;

1l

10.

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia ~ Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoMor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun. 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomior 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tarnbahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik !ndoriesia Tahun 2005 Nomor 158;
Tambahan Lembaran Negara Re:publik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
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12, Peraturan Me

Meri D i
Pengelolaan euangaar‘\l%gs':esleﬂ Nomor 37 Tahun 2007 tentang

t erah Kabupaten Bantaen
14, ::::{:Jgr Sumber Pe"dapa‘t)an Desa: ofg Nomer
temanganTalt)aaerah Kabupaten Bantaeng

g kepada Desa; cara penyerahan urusan

tentang  Peg, paten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007
Peratu?'an S;:’T‘" pembeltukan daM mekanisme penyusunan

16. Pera
) Uran Daerah Kapupat :
% tentang Kedudys ¢ Keuap en BantaeNg Nomor

9 Tahun 2006

Nomor 7 Tahun 2007
Pemerintahan Kabupaten

9 Tahun 2007

Peraturan ngan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
er i Kabupat Mok
tentang Alok asD aha Des‘,)a; o ety e il
MEMUTUSK AN
Menetapkan PERATURAN

PENYUSUNAN mrclATI —BANTAENG  TENTANG  PEDOMAN

ANGGARAN PE N E
TAHUN ANGGARAN 200, NDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

Daiam PeratUrarl BUpatI |n| yang dimaksud dengan :

g ﬁg%gararl Peldapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
Desa, adalah reNcana keuangan tahunan pemerintahan desa
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa,
Pedoman penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan
mencakup sinkrofisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan
kebijakan peflyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa,
teknis penyusunan perubahan APBDesa dan hal-hal khusus laiPMya
yalg harus diperhatikaf/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
Sifkro™isasi kebijakan Pemeriniah dan Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan pemerintah dan
gemer’mtah daerah dengan kebijakan penyelenggaraan peMerintahan
esa.
Prinsip dan kebijaka® APBDesa adalah landasan filosofis untuk
merumuskan kebijakah dah sasaran pfograM/kegiatad dala™ satu
tahun anggafan, untuk dipedomani peMerintah desa dalam
penyusunan fencaha kegiatan dan anggara® dala™ rangka
penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan
APBDesa.
5. Teknis penyusuhan APBDesa acalah langkah-lalgkah yahg harus
dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam Menyusun APBDesa.
6. Teknis penyusunah perubahan APBDesa adalah langkah-langkah

yang harus dipedomani oleh peMerintah Desa dalaM menyusun
perubaha APBDesa.

Pasal 2

(1) Pedcman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2009, meliputi:
a  Sinkronisasi kebijakar PeMeritah dah peMerntan, Daeran
dengan kebijakah PeMerintah Desa; )
b. Prinsip dan kebijakan pefyusunah APBDesa dan perubahay,
APBDesa
¢ Teknis penyusunah ApBDesa,
d. Teknis penyustnan perubahan ApBDEsa;

enyusunan APBDesa Tahuh Anggaran 2009 sebagaimana
Gl Zﬁ:\jglgig F;)>ad)::\ ayat (1) tercantuM dalaM Lampiran Peraturan Bupati

ini.
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Pasal3

Peraturan B i Ini i
UPalt i mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oran

d
Bupati ini denga 9 capat men

etahui '
n penempatang Inya, memerintahkan pengundangan Peraturan

nya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.
Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal, 16 Maret 2009
BUPATIBANTAENG

Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 17 Maret 2009

SEIKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

5YAMSUDDIN, SH, M.
Pa ngkat : Pembina Utama Madya
NIP : 010 166 571

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOF: 26
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